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d. Mendorong peningkatan optimalisasi penggunaan sumber daya 

alam dan hasil produksi dalam negeri, 
dengan: 

a) Mendorong peningkatan diversifikasi produk industri untuk 

penyediaan bahan baku, bahan antara/penolong dan barang jadi di 

dalam negeri; 

b) Mendorong pengembangan kawasan industri dan kawasan ekonomi 

baru, khususnya di luar Pulau Jawa; 

c) Mendorong penguatan infrastruktur dan jasa yang mendukung 

industri; dan 

d) Mendorong pemberian insentif bagi industri pionir di dalam 

negeri. 

Penyusunan rencana strategis BKPM&PPTP Sumatera Barat juga perlu 

diselaraskan dengan arah dan kebijakan penanaman modal nasional. Penyelarasan 

renstra antar lembaga terutama dengan lembaga induk dianggap sebagai salah satu 

faktor penentu kesuksesan rencana secara strategis dan menyeluruh. Selain itu, 

penyelarasan ini dilakukan agar tidak terdapat rencana yang tumpang-tindih dan 

kontradiktif antar lembaga nasional dan daerah. 

Dokumen rencana strategis BKPM RI yang disusun untuk periode 2020- 2024 

menjelaskan bahwa arah utama kebijakan BKPM adalah upaya untuk meningkatkan 

investasi daerah yang memberikan nilai guna dan nilai manfaat yang besar terhadap 

peningkatan perekonomian masyarakat daerah. Tujuan BKPM RI yang tertuang di dalam 

dokumen rencana strategis tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Meningkatnya kualitas perencanaan yang terintegrasi dan terkoordinasi baik 

lintassektor maupun lintas daerah; 

Tujuan ini disusun agar terjadi kesinambungan rencana penanaman modal baik 

domestik dan asing antar lemabag dan antar daerah. Kesinambungan rencana yang 

disusun akan memberikan keuntungan sinergitas dan keuntungan aksi strategis 

dalam penyusunan program investasi. Selain itu, koordiniasi perencanaan juga 

menjegah munculnya kebijakan dan program yang kontra- procluktif antar sektor 

dan lembaga dalam proses penanaman modal dan investasidi Indonesia. 

2. Meningkatnya citra Indonesia sebagai negara tujuan penanaman modal yang 

kondusif dan minat akan potensi penanaman modal yang prospektif; Indonesia 

perlu mencitrakan did sebagai negara yang kondusif sebagai tujuan investasi baik 

untuk investor dalam negeri maupun luar negeri. 

3. Citra sebagai negara kondusif memberikan jaminan kepada calon investor berkaitan 

dengan keamanan investasi yang ditanamkan. Negara kondusif 

yang dicitrakan bukan hanya berkaitan dengan keamanan nasional tapi juga 
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kepastian hukum dan penerimaan masyarakat terhadap penanaman modal. 

4. Meningkatnya posisi tawar, kerjasama, dan implementasi hasil-hasil kesepakatan di 

bidang pelayanan penanaman modal; Posisi tawar negara relatif terhadap negara 

lain menjadi faktor penting dalam menarik investor serta memastikan penanaman 

modal dengan prinsip berkeadilan antarainvestor, negara, dan masyarakat. 

5. Kekuatan dan daya saing pemerintah beserta tawaran kebijakan menjadi insentif 

penting bagi penanam modal dalam mengambil keputusan investasi di Indonesia. 

Selain itu, Indonesia juga perlu mengimplementasikan hash l berbagai kesepakatan 

penanaman modal dengan cepat dan efektif untuk mempercepat pertumbuhan 

investasi dan mempercepat pertumbuhan perekonomian nasional 

6. Meningkatnya daya saing dibidang pelayanan penanaman modal; Sebagai lembaga 

pelayanan publik dan perumus kebijakan penanaman modal nasional, BKPM perlu 

menempatkan did sebagai lembaga yang berdaya saing dan i sisi pelayanan kepada 

pengguna jasa. Beberapa aspek perlu diperhatikan pada konteks ini seperti 

kepastian layanan, kehandalan layanan, serta ketepatan pelayanan terhadap 

administrasi, birokrasi, dan kebijakan penanaman modal. Regulasi yang tegas dan 

berkeadilan menjadi salah satu pilar yang bisa dijadikan untuk meningkatkan daya 

saing lembagadalam melaksanakan fungsi pelayanan penanaman modal. 

7. Meningkatnya kualitas iklim penanaman modal, pengembangan potensi daerah dan 

pemberdayaan usaha nasional; Indonesia perlu menempatkan did sebagai negara 

yang mampu menjadi pusat kegiatan bisnis dan menarik bagi investor untuk 

menanamkan modal. Untuk itu, pemerintah harus menciptakan atmosfir yang 

kondusif dan cocok untuk penanaman modal terutama dan i sudut pandang kepastian 

hukum dan pelayanan. Selain itu, usaha ini juga harus sejalan dengan upaya 

pengembangan potensi daerah sebagai daya tank tujuan investasi agar program 

penanaman modal nasional bersifat merata antar daerah. 

8. Meningkatnya realisasi penanaman modal nasional; BKPM RI perlu berupaya keras 

untuk merealisasikan rencana investasi tarutama memastikan investor yang tertarik 

untuk berinvestasi di Indonesia, balk lokal maupun manca negara, menanamkan 

modal mereka di Indonesia. 

9. Selain meningkatkan jumlah calon investor yang tertarik untuk berinvestasi dan 

jumlah modal yang ditanamkan, BKPM RI juga harus berupaya untuk mewujudkan 

rasio yang optimal diantara kedua indikator tersebut. 

10. Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di 

BKPM serta pengadaan saranan dan prasarana aparatur BKPM yang diarahkan bagi 

peningkatan daya saing penanaman modal. 

BKPM RI menetapkan serangkaian tujuan di atas sebagai panduan dalam 
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penyusunan rencana strategis dan rencana operasional lembaga. Selain itu, tujuan di 

atas juga berperan sebagai acuan bagi lembaga lain, terutama BPKM daerah untuk 

merumuskan rencana dan kebijakan regional agar sejalan dengan kebijakan pemerintah 

pusat. Berbagai tujuan di atas dioperasionalisasikan ke dalam bentuk sasaran kinerja 

yang berfungsi sebagai indikator kinerja BKPM RI. Berbagai indikator tersebut adalah : 

1. Meningkatnya kualitas perencanaan penanaman modal yang berorientasi pada 

peningkatan daya saing; 

2. Semakin efektifnya kegiatan promosi yang berorientasi pada peningkatan daya saing 

penanaman modal; 

3. Meningkatnya koordinasi dan partisipasi aktif dalam forum perundingan kerjasama 

internasional dan kerjasama dengan dunia usaha asing didalam dan luar negeri di 

bidang penanaman modal; 

4. Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal yang berorientasi pada 

peningkatan daya saing;. 

Untuk mencapai sasaran yang ditetapkan di atas, BKPM RI menyusun beberapa 

strategi sebagai pendekatan pencapaian kinerja dan pelaksanaan aktivitas yang lebih 

operasional. Berbagai strategi yang ditetapkan mencakup setiap fungsi kerja BKPM dan 

diselaraskan dengan tujuan strategis yang telah ditetapkan. Pendekatan strategi yang 

digunakan oleh BKPM pusat adalah sebagai berikut: 

1. Meningkatkan kualitas dalam perencanaan penanaman modal; 

2. Meningkatkan penanaman modal yang menciptakan nilai tambah tinggi, mengurangi 

ketergantungan impor, dan meningkatkan eksport; 

3. Meningkatkan harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan dan peraturan 

perundang-undangan di bidang penanaman modal; 

4. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas promosi penanaman modal dengan 

mengedepankan daya saing nasional; 

5. Meningkatkan kerjasama penanaman modal dengan mengedepankan kepentingan 

nasiona I; 

6. Meningkatkan pelayanan penanaman modal dengan melaksanakan PTSP dibidang 

penanaman modal yang berbasis teknologi informasi; 

7. Merumuskan dan merekomendasikan kebijakan fasilitas dan insentif penanaman 

modal yang berdaya saing; 

8. Meningkatkan koordinasi antara pusat dan daerah, antar daerah dan antar instansi 

sektoral dibidang penanaman modal; 

9. Meningkatkan kapasitas kelembagaan penanaman modal; 

10. Meningkatkan realisasi penanaman modal. 
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Berdasarkan tujuan sasaran yang disusun oleh BKPM RI, serangkaian program 

kerja dan rencana aksi juga dirumuskan. Program kerja yang disusun diarahkan kepada 

upaya pencapaian tujuan strategis nasional yang diharapkan memberikan kontribusi 

signifikan dalam mempercepat pertunnbuhan ekonomi Indonesia. Sebagai bagian dani 

upaya penyusunan rencana program, BKPM RI menetapkan beberapa arahan kebijakan 

yang dijadikan sebagai panduan. Arah Kebijakan BKPM tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Memperkuat kontribusi penanaman modal terhadap perekonomian nasional; 

2. Mendorong terciptanya iklim penanaman modal yang berdaya saing, kondusif dan 

responsif terhadap perubahan lingkungan lokal maupun global; 

3. Mendorong kegiatan penanaman modal untuk mengatasi masalah-masalah 

pengangguran, peningkatan perekonomian daerah, dan pengembangan sektor 

UM KM. 

Telaah Renstra Kementerian Perindustrian RI 2020-2024 

Dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, sasaran, dan target 

pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN 2020-2024, serta 

mendukung mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, Kementerian 

Perindustrian RI merumuskan visi pembangunan industri tahun 2020-2024 yaitu adalah 

Indonesia menjadi negara industri yang berdayasaing dengan struktur industri yang kuat 

berbasiskan sumber daya alam dan berkeadilan. Untuk mewujudkan visi tersebut, 

diperlukan tindakan nyata dalam bentuk 4 (empat) misi yaitu : 

1. Mennperkuat dan memperdalam struktur industri nasional untuk mewujudkan industri 

nasional yang mandiri, berdaya saing, maju, dan berwawasan lingkungan; 

2. Meningkatkan nilai tambah di dalam negeri melalui pengelolaan sumber daya industri 

yang berkelanjutan dengan meningkatkan penguasan teknologi dan inovasi; 

3. Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja; 

4. Pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat 

dan memperkukuh katahanan nasional. 

Mengacu kepada arah kebijakan RPJMN 2020-2024 maka arah kebijakan umum 

dan strategi pembangunan industri nasional yang dituangkan dalam Rencana Strategis 

Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut : 

1. Pengembangan Perwilayahan Industri diluar Pulau Jawa, dengan strategi 

meliputi : 

a. Fasilitasi pembangunan 14 kawasan industri (KI); 

b. Membangun 22 sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKIM); 

2. Berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan dalam membangun 

infrastruktur utama (jalan, listrik, air bersih, telekomunikasi, pengolah limbah dan 
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logistik), infrastruktur pendukung tumbuhnya industri, dan sarana pendukung 

kualitas kehidupan bagi pekerja. Penumbuhan populasi industri, dengan 

menambah 9 ribu usaha industri berskala besar dan sedang dimana 50 % tumbuh 

diluar Jawa, serta tumbuhnyaindustri kecil 20 ribu unit usaha, dengan strategi 

meliputi : 

a. Mendorong investasi untuk industri pengolah sumber daya alam, baik 

hasilpertanian maupun hasil pertambangan (hilirisasi); 

b. Mendorong investasi untuk industri penghasil barang konsumsi 

kebutuhandalam negeri yang utamanya industri padat tenaga kerja; 

c. Mendorong investasi untuk industri penghasil bahan baku, bahan 

setengahjadi, komponen, dan sub-assembly (pendalaman struktur); 

d. Memanfaatkan kesempatan dalam jaringan produksi global; 

e. Pembinaan industri kecil dan menengah (IKM) agar dapat terintegrasi dengan 

rantai nilai industri pemegang merek (Original Equipment Manufacturer, 

OEM) di dalam negeri dan dapat menjadi basis penumbuhan populasi industri 

besar dan sedang. 

3. Peningkatan Daya Saing dan Produktivitas (Nilai Ekspor dan Nilai Tambah 

PerTenaga Kerja) dengan strategi meliputi : 

a. Peningkatan efisiensi teknis, melalui : 

- Pembaharuan/revitalisasi permesinan industri. 

- Peningkatan dan pembaharuan ketrampilan tenaga kerja. 
Optimalisasi ekonomi lingkup industri 

b. Peningkatan penguasaan IPTEK / inovasi 

c. Peningkatan penguasaan dan pelaksanaan pengembangan produk baru (new 

product development) oleh industri domestik, Pembangunan faktor input 

(peningkatan kualitas SDM industri dan akses ke sumber pembiayaan yang 

terjangkau). 

d. Fasilitasi dan insentif dalam rangka peningkatan daya saing dan produktivitas. 

Sementara itu, sasaran pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) 

dijabarkan dalam Renstra Kementerian Perindustrian Tahun 2015-2019, meliputi : 

1. Penguatan Kelembagaan, melalui : 

a. Penguatan sentra IKM 

b. Revitalisasi dan pembangunan unit pelayanan teknis 

c. Penyediaan tenaga penyuluh lapangan 

d. Penyediaan konsultan industri kecil dan menengah 
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2. Pemberian Fasilitas, melalui : 

a. Peningkatan kompetensi SDM 

b. Pemberian bantuan dan bimbingan teknis 

c. Pemberian bantuan serta fasilitasi bahan baku dan bahan penolong 

d. Pemberian bantuan mesin atau peralatan 

e. Pengembangan produk 

f. Pemberian bantuan pencegahan pencemaran lingkungan hidup 

g. Pemberian bantuan informasi pasar, promosi dan pemasaran 

h. Fasilitasi akses pembiayaan 

i. Penyediaan kawasan industri untuk IKM yang berpotensi mencemari 

lingkungan 

j. Fasilitasi kemitraan antara industri kecil, menengah dan besar 

k. Fasilitasi HKI terhadap IKM 

I. Fasilitasi penerapan standar mutu produk bagi IKM 

Program Kementerian Perindustrian 2020 — 2024 adalah : 

1. Program Penumbuhan dan pengembangan industri berbasis agro 

2. Progrm penumbuhan dan pengembngan industri kimia, tekstil dan aneka 

3. Program penunnbuhan dan pengembangn industri alat transportasi, mesin, 

elektronik, dan alat pertahanan 

4. Program penumbuahn dan pengembangan industri kecil dan menengah 

5. Program percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri 

6. Program peningkatan ketahanan dan kerjasama internasional dibidangindustri 

7. Program pengembangan teknologi dan kebijakan industri 

8. Program pengembangan SDM industridan dukungan manajemen Kementerian 

Perindustrian 

3.3.3 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 

Kajan Lingkungan Hidup Strategis adalah rangkaian analisis yang sistematis, meyeluruh 

dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip dan i pembangunan berkelanjutan 

telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau 

kebijakan, rencana dan program (KRP), melalui antisipasi 

kemungkinan dampak negatif KRP terhadap lingkungan hidup dan mengevaluasi sejauh 

mana KRP yang akan diterbitkan berpotensi : meningkatkan resiko perubahan iklim, 

meningkatkan kerusakan, kennerosotan, atau kepunahan keanekaragaman hayati, 

meningkatkan intensitas bencana banjir, longsor, kekeringan dan/atau kebakaran 
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hutan dan lahan terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kristis, 

menurunkan mutu dan kelimpahan sumber sumber daya alam terutama pada daerah 

yang kondisinya telah tergolong kritis, meningkatkan jumlah penduduk miskin atau 

terancamnya keberlanjutan penghidupan (livehood sustainability) sekelompok 

masyarakat dan/atau meningkatkan resikoterhadap kesehatan dan keselamatan manusia. 

KLHS juga merupakan salah satu pilihan alat bantu melalui perbaikan kerangka 

pikir (framework of thinking) perencanaan tata ruang wilayah dan perencanaan 

pembangunan daerah untuk mengantisipasi persoalan lingkungan hidup yang bertujuan 

untuk mengarusutamakan (mainstreaming) prinsip-prnsip pembangunan keberlanjutan 

di dalam kebijakan, rencana dan program yang tettuang dalam rencana tata ruang 

maupun rencana pembangunan sehingga kebijakan, rencana dan program tersebut dapat 

disempurnakan. KLHS juga merupakan amanat dan i Undang- Undang Nomor 32 Tahun 

2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 15 ayat (1) dimana 

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa 

prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam 

pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program. 

Adapun Integrasi antara renstra Bapeitbangda dengan KLHS RP3MD dapat dilihat pada tabel 3.2 . 

Tabel 3.2 
Target dan indikator Usulan Program dan kegiatan yang terintegrasi pada KLHS 

RPJMD Tahun 2021-2026 

NO
NO 

INDIKATOR 
INDIKATORTPB 

ARAN KEBDAICAN INDIKASI PROGRAM PROGRAM HMIS URUSAN/OPD 

1 2.3.1* Nilai Tambah 
Pertanian dibagi 
jumlah tenaga 
kena di sektor 
pertanian (rupiah 
per tenaga kerja) 

Meningkatkan 
informasi 
tentangindustri . 
pengolahan hastl 
pertanian 

1. Peningkatan promosi 
produkIKM dan hilirisasi 

Pengembang 
an Usaha 
kecil dan 
menengah 
UMKM 

Dinas 
Penanaman 
Modal 
Pelayanan 
Terpadu dan 
Perindustrian 

 2. Peningkatan produlcsi 
hash l produk IKM dan 
hilirisasinya 
pertanian 
3. Peningkatan penumbuhan 
wirausaha dan kemampuan 
SDM 

2 8.2.1* Laju 
pertumbuhan 
PDB per tenaga 
kerjafTingkat 
pertumbuhan 
PDB nil per 
orang bekerja 
per tahun 

Menigkatkan 
pemantauan tingkat 
produktivitas tenaga 
kerja dalam 
menghasilkan nilai 
tambahekonomi 

1. Peningkatan produktivitas 
ekonomi lebih tinggi melalui 
diversifikasi, peningkatan 
inovasi, 
teknologi 

2.18.02 
Program 
Pengembang 
an Iklim 
Penanaman 
Modal 

Dinas 
Penanaman 
modal 
Pelayanan 
Terpadu dan 
Perindustrian 2. Peningkatan kualitas tenaga 

kena 
3. Peningkatan kualitas, faliditas 
data pertumbuhan per orang 
bekerja per tahun 

3 8.3.1* Proporsi 
lapangan kerja 
informal sektor 
non-pertanian, 

Menggalakkan 
pembangunan 
dan 
mendukung 

1. Pengembangan Usaha kecil 
untuk menciptakan lapangan 
kerja, kewirausahaan, 
kreativitas 
dan inovasi 

2.18.02 
Program 
Pengemban 
gan Iklim 
Penanaman 

Dinas 
Penanaman 
Modal 
Pelayanan 
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berdasarkan kegiatan 2. Peningkatan kualitas Modal Terpadu dan 
jenis kelamin produktif pengerajindan bahan baku Perindustrian 

Target dan "ndikator Usulan Program dan kegiatan yang terintegrasi pada KLJ-IS RPJMD 

N 
0 

NO 
INDIKA 
TOR 

INDIKATOR TPB ARAH KEBLIAKAN INDIKASI PROGRAM PROGRAM 3ENIS 
URUSAN/OP 

1 2.3.1* 
P
N
e
ilarti

a
T
n
a
ia
m
n
b8

i
h
bagi 

iumlan tenaga 
kerja 
di sektor 
pertanian 
(rupiah per 
tenaga kerja) 

Meningkatk 
an informasi 
tentangindu 
stn 

. 

pengolahan 
hash
pertanian 

1. Peningkatan promosi produk 
IKM 
dan hilirisasi 

Penoembangan 
Usaha kecil an 

menengan 
U

MKM

Dinas 
Penanaman 
Modal 
Pelayanan 
I erpadu clan 

Perindustrian 

2. Peningkatan produksi 
hash l produk IKM dan 
hilirisasinya pertanian 
3. Peningkatan penumbuhan 
wirausaha 
dan kemampuan SDM 

2 8.2.1* Laju 
pertumbuhan 
PD I3 per tenaga 

kerja/Tingkat 

pertumbunan 
PDB 
nil per orang 
bekerja 
pertahun 

Menigkatkan 

pemantauan 
tingkat 
produktivitas 
tenaga 
kerja dalam 

menghasilkan 
nilai tambah 
ekonomi 

1. Peningkatan procluktivitas 
ekonomi 
lebrn Unggi melalui cliversitiKasr, 

peningkatan 'novas], teknologi 

2.18.02 
Program 
Pengembangan 

Iklim 
Penanaman 
Modal 

ulnas 
Penanaman 
Modal 
Pelayanan 
Terpadu clan 

Penndustnan 

2. Peningkatan kualitas tenaga 
kerja 
3. Peningkatan kualitas, tanditas 
data 
pertunnbuhan per orang bekeria 
per 
tahun 

3 8.3.1-* Proporsi 
lapangan 
kerja informal 
sektor non- 

pertanian, 
berdasarkan jenis 
kelamin 

Menggalakkan 

pembangunan dan 
mendukung 
kegiatan 
produktif 

L. Pengembangan Usaha kecil 
untuk 
menciptakan lapangan kerja, 
kewirausahaan, kreativitas dan 

inovasi 

2.18.02 
Program 
Pengembangan 
Iklim 
Penanaman 
Modal 

binas 
Penanaman 
Modal 
Pelayanan 
Terpadu dan 
Perindustrian 

2. Peningkatan kualitas 
pengerajrn 
dan bahan baku 

4 8.5.1* Upah rata-rata 
per 
jam pekerja 

Meningkatkan 

pencapaian 
pekegaan 
tetap dan produktif 

dan i kalangan 
perempuan 
pemuda dan 
disabilitas untuk 
pekerjaan yang 
sama nilainya 

1. Peningkatan standar indikator 

kinerja 

2.18.02 
Program 
Pengembangan 

Iklim 
Penanaman 
Modal 

Dinas 

Penanaman 

Modal 
Pelayanan 
Terpadu 
dan 
Perindustri 
an 

2. Peningkatan SDM tenaga 
kerja(Jasa) 

3. Peningkatan pelayanan Indeks 
kepuasan Masyarakat 

5 8.10.1* Jumlah kantor 
bank 
dan ATM per 

100.000 

Meningkatkan 

aksesibilitas 
layanan 
keuangan 

Pengembangan kegasama 
dengan 
lembaga keuangan untuk 

meningkatkan kualitas layanan 

2.18.02 
Program 
pengembangan 

Iklim 

Dinas 

Penanaman 

Modal 
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penduduk 
dewasa 

masyarakat 
keuangan 

Penanaman 
Modal 

Pelayanan 
Terpadu dan 
Perindustrian 

8.9.2* Jumlah pekerja Mengembangaka 
n 

Pengembangan ragam 
promosi 

2.18.02 Dinas 

pada industri aksesibilitas dan untuk Peningkatan promosi Program Penanaman 
pariwisata 
dalam 

kualitas destinasi parawisata lokal Pengembanga 
n 

Modal 

proporsi 
terhadap 

wisata layak Iklim Pelayanan 

total pekerja promosi Penanaman Terpadu dan 
Modal Perindustrian 

8.10.1 Rata-rata jarak Meningkatkan 1. Peningkatan kerjasama 2.18.02 Dinas 
.(a) dengan 

lembaga akses 
permodalan 

pihak bank Program Penanaman 

keuangan 
(Bank 

usaha untuk Pengembanga 
n 

Modal 

Umum) masyarakat 2. Peningkatan Iklim Pelayanan 
Penatausahaan 
keuangan masyarakat Penanaman Terpadu dan 

Modal Perindustrian 

Penentuan Isu-isu Strategis 

Seluruh Isu di atas erat kaitannya dengan kualitas pelaksanaan pemerintahan yang 

sesuai dengan roh dan tuntutan otonomi daerah. Pimpinan eksekutif dan legislatif memiliki 

peran dan kewenangan yang semakin strategik. Oleh karena itu kolaborasi efektif antara 

pimpinan eksekutif dan legislatif merupakan kondisi awal yang harus diciptakan dan 

diupayakan secara maksimal.Secara normatif, pencapaian keinerja 

pembangunan daerah terletak dipundak kedua institusi tersebut. Namun tantangan 

utama yang dihadapi adalah harmonisasi dan sinergitas antara kedua insitusi ini masih 

jauh dan i kondisi yang diinginkan. Belum terwujudnya good governance secara maksimal 

merupakan hambatan utama dalam proses perwujudan kinerja pemerintah kabupaten. 

Pada sisi lain pemerintah kabupaten dituntut untuk mampu secara berkualitas menata 

urusan pemerintah secara otonom sesuai dengan kaedah dan nilai— nilai otonomi 

daerah yang dilandasi oleh perinsip demokrasi, keadilan dan pemerataan. Namun 

eksisnya permasalahan yang berkaitan dengan kualitas birokrasi pemerintah daerah 

masih merupakan isu strategik yang eksis dalam impelemntasi hukum dan pemerintahan 

yang bersih dan berwibawa. 

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPMPTP 

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dan i pernyataan misi dan tujuan 

sebagai hash l akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. 

Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga 

rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa 

mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin 

RENSTRA TAHUN 2021-2026 

68 



DPMPTP PADANG PARIAMAN 
diraih dan i nnasing-masing misi. 

Dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan oleh Dinas 

Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman, 

maka unit organisasi harus merumuskan visi dan misi tersebut kedalam bentuk yang 

lebih operasional dan terarah berupa pembuatan tujuan dan sasaran organisasi. 

Penetapan tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan 

Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman pada umumnya didasarkan pada faktor-faktor 

kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan visi dan misi. Hal ini dimaksudkan 

agar Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang 

Pariaman mampu mencapai tujuan dan sasarannya, karena dengan mengetahui faktor-

faktor kunci keberhasilan berarti Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan 

Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman dapat mengetahui apa kelebihan dan 

kekurangan untuk melaksanakan suatu tujuan dan sasaran 

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dan i pernyataan misi. Tujuan 

yang ditetapkan dalam renstra disini adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan 

disesuaikan dan konsisten dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal 

Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman. 

Berdasarkan visi, misi dan faktor-faktor kunci keberhasilan, Dinas Penanaman Modal 

Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman menetapkan tujuan 

sebagai berikut 
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BAB IV 

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STFtATEGI DAN KEBIJAKAN 

4.1 Visi dan Misi DPMPTP 

Pernyataan visi dimulai dan i proses penyusunan perencanaan pembangunan 

daerah dilakukan dengan pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (top-

down) dan bawah-atas (bottom-up), yang mencakup proses penyusunan kebijakan, 

penyusunan program dan kegiatan, dan penyusunan alokasi pembiayaan program. 

Pedonnan utama penyusunan visi adalah bagaimana menyesuaikannya dengan sasaran 

pokok sesuai dengan arah kebijakan pembangunan lima tahun periode berkenaan. Untuk 

mencapai indikator dan target dan i sasaran pokok yang sama, kepemimpinan yang berbeda 

dapat menghasilkan visi dan misi yang berbeda pula tergantung tekanan dan prioritas 

pembangunan masing-masing. Mengacu pada konsep penetapan Visi tersebut diatas, 

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian menetapkan Visisebagai 

berikut:"MEWUJUDKAN PENINGKATAN INVESTASI MELALUI PELAYANAN 

TERPADU SATU PINTU BERKUALITAS SERTA PERINDUSTRIAN YANG BERDAYA 

SAING" 
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VISI DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN 

KABUPATEN PADANG PARIAMAN 

VISI POKOK POKOK VISI PEN3ELASAN VISI 

Mewujudkan 
Peningkatan Investasi 
Melalui Pelayanan 
Perizinan Satu Pintu 
Yang Berkualitas serta 
Perindustrian Yang 
Berdaya Saing 

Pelayanan terpadu satu pintu,yang selanjutnya 
disingkat PTSP adalah pelayanan secara 
terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai 
dan i tahap permohonan sampai dengan tahap 
penyelesaian produk pelayanan melalui satu 
pintu 

Peningkatan Investasi melaluiPelayanan 
Terpadu Satu Pintumaksudnya: Menjadi 
penyelenggara dalam satu tempat yang 
telah terintegrasi dalam satu prosesdimulai 
dantahap perrnohonan sampai dengan 
tahap penyelesaian produk pelayanan 
melalui satu pintudi Kab.Padang Pariaman. 
Perindustrian yang Berdaya Saing 
maksudnya : PTSP yang berkualitas, 
maksudnya : Pelayanan Terpadu Satu 
yang mencerrninkan suatu bentuk 
pelayanan yang memenuhi prinsip 
pelayanan yang transparan, tepat wak 
sehingga mernenuhi kebutuhan dan 
keinginan masyarakat dan investor 

Kualitas adalah tingkat baik buruknya 
atau taraf atau derajad sesuatu; 

Industri yang berkualita:industri 

Yang mandiri,menganut nilai-nilai 
kewirausahaan,produktif,berorientasi 

kepada proses dan hash l yang 
meningkat daya saing balk dipasar 

local maupun nasional 

Berdaya saing adalah tingkat 
produktivitas guna mengembangkan 
kemampuan 

Industri yang berdaya saing 

maksudnya:perindustrian yang 
memiliki daya saing untuk bias 
mempertahankan did terhadap 

gejolak perekonomian 

Sedangkan misi yang diemban Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadudan 

Perindustrian adalah sebagai berikut : 

a. Menciptakan Iklim Penanaman Modal Yang Lebih Kondusif 

b. Meningkatkan Pelayanan Perizinan Yang Berkualitas 

c. Meningkatkan kualitas dan daya saing industri 

1. Meningkatnya Jumlah Investor 

2. Meningkatnya pelayanan perizinan yang prima, aspiratif danpartisipatif 

3. Meningkatnya kontribusi sektor industri terhadap perekonomian daerah 

Dinas Penanaman Modal Pelayanan terpadu dan Perindustrian (DPMPTP) Kabupaten 

Padang Pariaman nnempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah bidang 

Penanaman Modal Pelayanan terpadu dan Perindustrian. Dalam rangka mendukung kinerja 

pelayanan pada kurun waktu 2021-2026, sesuai dengan Permendagri 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Dinas Penanaman Modal Pelayanan terpadu dan 

Perindustrian (DPMPTP) melaksanakan urusan yang menjadi kewenanganya 
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Untuk menjaga konsistensi dan i penngembangan kualitas perencanaan, maka Dinas 

Penanaman Modal Pelayanan terpadu dan Perindustrian (DPMPTP) Kabupaten Padang 

Pariaman perlu memperkuat proses konsistensi antara perencanaan dan penganggaran dalam 

rangka mewujudkan good governance dan clean governance, serta didukung oleh kinerja 

aparatur pelayanan yang kompeten. 

Kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan terpadu dan Perindustrian (DPMPTP) 

Kabupaten Padang Pariaman diukur berdasarkan tingkat pencapaian sasaran dengan 

mennbandingkan antara target dengan realiasi indikator sasaran berdasarkan Renstra Dinas 

Penanaman Modal Pelayanan terpadu dan Perindustrian (DPMPTP) Tahun 2021-2026. 

Implementasi Renstra Dinas Penanaman Modal Pelayanan terpadu dan Perindustrian (DPMPTP) 

pada tahun 2020 merupakan tahun terakhir dan periode Renstra Dinas Penanaman Modal 

Pelayanan terpadu dan Perindustrian (DPMPTP) Kabupaten Padang Pariaman. Untuk mencapai 

kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan terpadu dan Perindustrian (DPMPTP) pada tahun 

2021, Dinas Penanaman Modal Pelayanan terpadu dan Perindustrian (DPMPTP) menyusun 

perencanaan Kinerja Tahun 2021 dan menetapkan Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal 

Pelayanan terpadu dan Perindustrian (DPMPTP) tahun 2021. Target-target kinerja Dinas 

Penanaman Modal Pelayanan terpadu dan Perindustrian (DPMPTP) tahun 2020 telah 

menggambarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2020 Dinas Penanaman Modal 

Pelayanan terpadu dan Perindustrian (DPMPTP). 

Tabel 4.1 T.C-25 
Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran Serta Target DinasPenanaman 

Modal Pelayanan Terpadu Dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 

Tujuan
Tujuan 

Indikator 

Target 
Kinerja 

akhir
RPJIND 

sasaran Indikator 
sasaran 

Kondis 
Awal 

Tahun 
2020 

Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

3 

Tujuan 1: 
Meningkatnya 
Kesejahteraan 
Masyarakat 

Nilai 
PDRB 
Sektor 
Industri 

12.04 

Meningkatnya 
Perekonomian 
masyarakat 
melalui Sektor 
Perindustrian 

IK 1: Pertumbuhan 
PDRB sektor 
Perindustrian 

IK 2 : Kontribusi Sektor
Perindustrian terhadap 
PDRB 

11,19 11,8 12,6 13,3 14,2 15,0 16,0

5 

TUJUAN 1 : 

Terwujudnya 
refmmasi birokrasi 
yangefektif dan 
efisien 

Indeks 
reformasi 
birokrasi A 

Meningkatnya 
implementast 
reformasi birokrasi 

1K: Indeks RB 

Rumus : Haul Evaluasi 

RB
A A A A A A A 

7 

Tujuan 2: 
Meningkatkan 
nilai investasi 
/penanaman

modal 

Jumlah 
Investor 

600/o 
Meningkatny a 
nilai investasi 

1K: Persentase 
peningkatan nilai 
investasi 

330.59 
8.007, 

3 
(Ribu) 

365.1 
00.00 

o 
(Ribu) 

403.3 
00.00 

0 
(Ribu) 

445.4 
00.00 

o 
(Ribu) 

491.9 
00.00 

o 
(Ribu) 

543.7 
00.00 

0 
(RIbu) 

600.0 
00.00 

o 
(Ribu) 
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BAB V 

STRATEGI DAN KEBIJAKAN DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN 
TERPADU DAN PERINDUSTRIAN 

5.1 Strategi dan Kebijakan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan 

Perindustrian 

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Bapelitbangda adalah strategi dan kebijakan Dinas 

Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian untuk mencapai tujuan dan sasaran 

jangka menengah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program 

prioritas dalam RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Penanaman Modal 

Pelayanan Terpadu dan Perindustrian menunjukkan bagaimana cara untuk mencapai tujuan, 

sasaran jangka menengah, dan target kinerja hash l (outcome) program prioritas RPJMD yang 

menjadi tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian. 

Strategi dan kebijakan dalam Renstra selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan bagi setiap 

program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal Pelayanan 

Terpadu dan Perindustrian. 

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang 

bagainnana mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang 

komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan tranformasi, 

reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan 

aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan 

layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan balk, termasuk di dalamnya upaya 

memberbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi 

informasi. Selanjutnya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan tersebut di 

atas, maka strategi dan arah kebijakan yang ditempuh dapat dilihat pada tabel 5.1. T.C-26. 
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Tabel 5.1. T.C-26 

Strategi, Sasaran, Strategi, Arah kebijakan Dinas Penanaman ModalPelayanan 
Terpadu dan Perindustrian 

MISI Tujuan 
Ind ikator 

Tujuan Sasaran 
Indilcator 
Sasaran Strategi 

Arab 

Kebijakan 

Program 

Prioritas 
Urusan 

Perangkat 
Daerah 

3. Membangun 

kemandirian 

ek000mi dan 

kesejahteraan 

masyarakat melakii 

daya dukung sektor 

primer dan jasa 

berbasiskan 

pemberdayaan 
masyarakat 

Mening icatnya 

Kesejahteraan 

Masyarakat 

Laju 

perrumb 

uhan 

ekonomi 

Meiling letnya 

Perekonom lan 

Masyarakat 

melakii Sektor 

Pertanian, 

Perilcanan, 

Perdagangan, 

Perindustrian 

dan Ekowisata 

Kontribus 

I 

Eltonona 

Sektor 

Iridustri 

Pengolah 

an 

terhadap 

PDRB 

Mengemb 

anglion 

potensi 

wilayah 

dengan 

klasterisa 

si indtstrI 

Pengemban 

gan Pusat 

perturnbuhan 

baru sesuai 

dengan 

potensi 

wilayah 

masing-

masIng 

Pengernb 

angan 

Sentra 

Sentra 

Industri 

Potensial 

perindustri 

an 

DPMPTP 

5 Mewujudican tata 

kelola pemerintahan 

yang efektif, bersih, 

berkead Ilan, 

demokratis rnelalui 

penyelenggaraan 

pemerIntah yang 

profesional, 

aspiratif, partisipaslf 

dan transparan 

Terwujudnya 

refonnasl 

birokrasi yang 

efektif dan 

efsien 

Indeks 

refonna 

si 

birokrasi 

Birokrasi yang 

bersih dan 

akuntabel 

NRai 

SAKIP 

Pernerint 

ah 

Dearah 

Mast 

Evakrasi 

Kemenpa 

n RB 

Meningkat 

kan 

kualitas 

pelaksana 

an 

perencan 

aan, 

pengangg 

aran, 

evaluasi 

dan 

pelaporan 

Pengintegras 

ian 

perencanaan 

, 

penganggara 

n, evaluasi 

dan 

pelaporan 

berbasis IT 

Program 

Perencan 

aan, 

Pengenda 

lian dan 

Evaluasi 

Perribang 

unan 

Non 

Urusan 

Sekiruh 

OPD 

7 Marling lotion 
sumber-sumber pendanaan 

dan 
ketepatan alokasi 
investasi rnelalui 
penciptaan Iklim 
yang konduslf untuk 
pengembangan usaha 

dan 
penciptaa n Lapangan 
kerja. 

Meninglcatkan nilal 
investasi 
/ penanamanmodal 

Jumlah nilai 
investas i 
berskala 
nasional 
(PMDN/ 
PMA) 

Peningkatan nilai 
investasidi Padang 
Pariarnan 

lurnlah ndai 
investasi 
bersluda 
nasianal 
(PMDN/PMA) 

MenIngkat kw 
promosi dan 
kernitraan 
investasi 

PenIngicatan 
prornosi investasi 
di sektor primer 
dan jasa 
berbasis IT 

Penyusun an 
Rencana 
Urnum 
Penanam an 
Modal)aerah 

penanama n 
modal 

DpmpTp 

Meningkat Ion 
pelayanan 
investasi 

Peningkatan 
kemudahan 
investasi berbasis 
IT dengan 
memperhatlk an 
kesesualan 
rencana tataruang 

dan 
kearifan lokal 

Deregulas i 
Pelayanan dan 
Pengendalian 

Penjinan 

penanama n 
modal 

DPMPTP 

REVIU BERJENJANG 

Kelso Tim Dalnis Wan ab 

Tanggal Par,/ Tanggai Pivat Trim' Fed 

9 %4? 1 ° h.%) I l i tr ial 6 
4. 
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BAB VI 

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK 

SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF 

Perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah bertujuan untuk 

menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan 

indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka 

menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan. Melalui kebijakan 

umum diperoleh cerita strategi melalui program-program yang saling terkait dan rasional dalam 

mendukung pencapaian indikator dan target sasaran yang ditetapkan. Keberhasilan capaian satu 

program mendukung atau memicu keberhasilan program lainnya. 

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran setiap misi serta berdasarkan arah kebijakan 

yang ditetapkan, disusun program-program pembangunan. Program yang tercantum dalam 

Renstra ini nnengacu kepada program di RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021- 2026 

beserta pengembangannya untuk mendukung Visi dan Misi daerah. Dinas Penanaman Modal 

Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman melaksanakan program dan 

kegiatannya dengan berkosentrasi pada pencapaian Misi ke 3,5 dan 7 RPJMD Kabupaten Padang 

Pariaman,yaitu 

• 3 "Membangun kemandirian ekononni dan kesejahteraan masyarakat melalui daya dukung 

sektor primer dan jasa berbasiskan pemberdayaan masyarakat" 

5 "Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, berkeadilan, demokratis 

melalui penyelenggaraan pemerintah yang profesional, aspiratif, partisipasif dan transparan" 

Di dalam pencapaian misi tersebut dimaknai sebagai pelak.sanaan Kebijakan pada 

urusan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang 

Pariaman yang diarahkan pada peningkatan efektifitas dan keterpaduan perencanaan dan 

pelaksanaan pembangunan daerah, peningkatan kerjasama pembangunan daerah, dan 

peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Program-program 

pembangunan pada urusan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian 

Kabupaten Padang Pariaman yang dilaksanakan menggunakan Kodefikasi dan Nomenklatur yang 

telah ditetapkan pada keputusan Menteri Dalam Negeri No 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil 

verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Dinas Penanaman 

Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman adalah sebagai berikut 
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Misi 3 Urusan Perindustrian 

1. PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 

2. PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI 

3. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL 

Misi 5 Sekretariat 

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 

Misi 7 Urusan Penanaman Modal 

1. PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL 

2. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 

3. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 

4. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 

5. PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL 

Program Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten 

(DPMPTP) Padang Pariaman yang mengacu pada program prioritas RPJMD tersebut di atas, 

disesuaikan dengan tugas dan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian 

(DPMPTP) Kabupaten Padang Pariaman yang diembannya. Rencana program, prioritas beserta 

indikator keluaran program dan pagu anggaran sebagaimana tercantum dalam RPJMD, 

selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. 

Pemilihan kegiatan untuk masing- masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan 

kebijakan jangka menengah Program Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan 

Perindustrian (DPMPTP)Kabupaten Padang Pariaman . 

Indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan tersebut, merupakan 

indikator kinerja program yang berisi outcome program. Outcome merupakan manfaat yang 

diperoleh dalam jangka menengah untuk beneficiaries tertentu yang mencerminkan 

berfungsinya keluaran dan i kegiatan-kegiatan dalam satu program. 

Pada tabel 6.1.T.0 27 dibawah ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, 

indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. 
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Tabel 6.1 TC. 27 

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif (PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019) 
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2021-2026 

ftguen 
Indikator
Tujuan / 
Sasaran 

Kodir 
Miel/Tujuan/Sasaran/ Program 

Pembangunan Daerah 

Indikator Kin* 
Dujuan/irepact, 

ou tram) 

Kondls1 
Iguana 

Avral 
RPJMD 

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Penclanaan 

Perangkat 
Daerah 

penangu„ 

no Jawab 
Tahun41 Tahun-2 Tahun-.1 Tehrus4 Tahun.6 Kondisi Kinerja pada akhlr 

periode RPJMD 

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 

1 2 3 4 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 16 17 

envujud 
fa 
rformes1 
rokraN 
tng 
Mktg 
an 
Arden 

SASAFtA 
NT: 
Meningk 
atnya 
lmpleme 
ntasi 
Reforma 
54 
Diroltrasi 

Welts RB 
Rumus Hull 
Evaluasi RS 

MIIII 6: thavoultalum lala Miola mimed ntahan yang Mettle, basin berkeedlen, demokratls mela ui penyelenggaraan pemenntah yang profes1onal, aspirant partisipasif dan transparan 

PENUPUANG 

KOTA 

Perencanaan, 
Penganggaran, 
Evaluasi 
Perangkat 

URUSAN 
DAERAH 

Rp19.019.1 
07.672 

Rp17.737.4 Rp19.704.9 
04.504 55.359 

Rp20.692.7 
33.255 

1000/0 

Rp21.951.5 
22.035 

Rp6.345.36 
1.818 

100% 

Rp21.900.9 
93.959 

18 1 

PROGRAM 
PEMERINTAHAN 
KABUPATEN/ 

Persentase 
Terpenuhinya 
Pelayanan 
Pemerintahan 
Daerah 

100% 100% Rp3.606A1 
6.388 

100% Rp4.170.58 
2.142 

100% Rp4.178.09 
7.734 

100% Rp4.936.26 
5.848 

Rp6.806.98 
6.032 

DPMPTP 

N11.11 SAKIP 
Perangkat Daerah 
Masi! Evaluasi 
Inspektorat A A A A A A A 

Persentase 
Temuan BPK yang 
Ditindaklanjuti 100% 100% 100% 100% 100% 

1 8 dan 
Kinerja 

Daerah 

Persentase 
Keselarasan 
Dokumen 
Perencanaan dan 
Penganggaran 

Daerah 
N/A 90% 24.934.15 

o 
92% 25.000.00 

o 
94% 49.157.61 

9 
96% 52.163.00 

o 
NM 58.710.00 

o 
100% 69.560.00 

o 
Sekre

Perangkat 

1 01 0 

Penyusunan 
Dokumen 
Perencanaan .. 
Perangkat Daerah 

Jumlah Dokumen 
Renstra,Renjo RICA 
N.1, RKA 
Perubahan, DPA 
Nil ,DPA Perubahan 

5 Dokumen 6 Dokumen 12.250.000 5 Dokumen 12.300.003 5 Dokumen 13.780.000 5 Dokumen 13.923.030 5 Dokumen 15.000.000 6 Dokumen 18.000.000 

1 
6 

0 
1 

04 
Koorchnasi dan 
penyusunan DPA- 
SKPD 

lumlah Koordinas1 
dan penyusunan 
 DPA-SKPD yang 
dilakukan 

N/A 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 5.746.000 2 dokurnen 6.750.000 2 dokumen 10.500.000 2 dokumen 10.200.000 

1 
8 

0 0 
1 I 

Koordinasi dan 
penyusunan 
Perubahan DPA- 
SOD 

Jumlah Koordinasi 
dan penyusunan 
Perubahan DPA-
SKPD yang dllakukan 

N/A 2 dolonnen 2 dokumen 2 dokumen 7.283.000 2 dokurnen 8.540.000 2 dokumen 9. .500 2 dokumen 10.1:00.000 



2 1 
8 

0 
1 2 1 05 

Irocedinast din 
Penyustinan 
Lmoran Capstan 
Keep dan Deter 
Realsaslaneja 
90,0 

Junnah Dolumen op°, Lake, up
Capldn 

3 dokumen 3 doittanen - 3 daemon - 3 dokuman 8.659.619 3 dokumen 8.950.000 3 dokumen 92.30000 3 dokumen 11.360.000 

June* dokumen 
tertalesananya 

2 1 
8 

0 
1 2 0 

1 07 Evaluate lOnerja 
Peanglet Dank 

&tenni lOnela 
Pew** Danish 3 &Acumen 3 dokumen 12.604.150 3 dokumen 12.700.000 3 dolmen 13.609.000 3 dokumen 14.000.000 3 dolarnen 15.480.= 3 dokumen 20.030=0 

DPMPTP (Lppd, 
Lakip) 

Administrasi Persentase 

2 1 
6 

0 
1 2 

Keuangan Terpenuhlnya 
0 
2 Perangkat Administrasi 100% 

Daerah Keuangan 
100% 3.247.110. 100% 3.257.302. 

738 738 
100% 3.268.186. 100% 3.562.363. 

711 999 
100% 3.972.213. 100% 4.088.732. ' 

018 139 
Perangkat [mere h 

2 1 
5 

0 
1 2 0 

2 01 

Penyediaan Gall 
clan Tunjangan 
A-91

Jurnlah Pembayaran 
Gap Dan Tunjangan 
Kola ASN 

, ...,.”,,...... 
' r." —...' .daerah 

, ........,,... 
' --"•—• deerah 3.200.430.7 

38 

--i-

1 Pe" katdowel 3.210.322.7 
38 

I  PerIngkidaerah 3.215.126.1 
73 

1 Paningkatdaerah 3.504.607.2 
49 

1 Pefanakatdaerah 3.903.248.6 43 1 PerIngkatMuffin 4.009.495.7 
02 

Per/edam 
66n4n85tra81 

Smythe enan 
tedalcsananya 

2 1 
8 

0 
1 2 0 

2 02

Pelalsanaan 
Tugas MN 

Penyediaan Joss 
Administresi 
Kreitman 

126.1.8 12 buten 10.680.000 12 Wan 10.790000 12 Bulan 10960.538 l2 Bolan 42.756.750 12 &An 51.364.375 12 Bulan 60.236.437 

Kostnasi dan lurnlah dokumen 
Penyusunan Penyusunan Laporan 

2 1 
8 

0 
1 2 0 

2 
05 por Keuangan La an 

Alder tahun SKPD 
Aid*hun ta N/A 1 dokumen - 1 dokumen - 1 dokumen 5.600.000 1 dolosnen 7.003.000 1 dokurnen 8.603.030 1 Onkumen 9.9:0.030 

Kocrenasi dan 
Penyusunan 
Laporan Keuangan Jurnlah Dokumen 

2 1 
8 

0 
1  2 

0 
2 07 

BulananfirMulana 
n/ Senesteran 
SKPD 

Lap Keuangan, Lap 
Kaufman 
Butortaniniweanani 

1 Laporan 1 Laporan 6.000.030 1 Laporan 6.200.030 1 Laporan 6.500.000 1 Laporan 8.000.000 1 Laporan 9.000.0,3 1 Laporan 9.500.003 

Semesteran SKPO 

Persentase Administrasi Terpenuhinya 
2 1 

$ 
0 
1  2 

0 
6 

Kepegawaian 
Perangkat 

Peningkatan 90°A, 90'1, 19.063.00 92% 14.94724 14% 36.500.00 MI 40970.47 
3 

16% 45930.00 
0 

100% 55.500.00 

0.6116
Kapasitas Pegawai 
Perangkat Daerah 

0 6 0 

PeMadan Pakaian Jumlah Pakaian 
2 1 0 2 

0 
02 

Mos beserta Dina Marta Mee N/A 42 orang - 42 orang • 42 orang 7.900.003 42 oran 8.300.000 42 oran 9.433.000 42 oran 15.030.000 
8 1 5 Atribut Kelengkapannya 

10990919919101912

JtunlIM ASN 

2 1 
8 

0 
1  2 0 

5 09 

Pendlelan dan 
Pentium Pemmal 
Bardaerkan 
Time dan 

DPMPTP yang 
mengline 
Pendklitan dan 
Pelatihan Pagawal 

12 Orang 12 orang - 12 orang 5.947.246 12 orang 8.750.030 12 orang 9.070.473 12 orang 10.500.000 12 orang 11.000.000 

FuntiSMYa Berdasarkan Tugs. 
den Fungalnya 

Sosialhel Jumlah ASN yang 

2 1 
5 

0 
1 

2 0 
5 10 Psalm 

Pervading- 
undangan 

mermiltull 8011098051 
Peraturan 
Perundang 

N/A 42 orang - 42 orang - 42 orang 5.040.000 42 orarg 8.400.000 42 orang 9.003.030 420,9659 9.500.000 

Juntah ASH 

Egmengan Teens 

(Perencena) Yang 

r englkull 81" ek

2 1 
a 

0 
1 2 0 

3 11 
InMemntasl 
Peraturan 
Peundem- 
Undangan 

Peraturan 
Perundang-
undangan Tenting 
persimmon 
pamterstunan 

N/A 6 orang 19.063.000 6 orang 9.000.000 6051559 14.500.000 6 orang 15.200.000 6 orang 17.000.000 6 orang 20.000.000 

Daerah 



2 1 
11 

0 
1 2 

o 
6 

Administrasl 
Umurn 
Perangkat 
Daerah 

Persentase 
Terselenggaranya 
Pengadministrasia 
n Umum 
Perangkat Daerah 

12 Wan 12 anion 117.786.7 
00 

42 buten 119.042.0 
50 

12 bukan 134.650.0 
00 

12 bulan 146.923.0 
00 

12 bulan 163.000.0 
00 

7.500.000 

12 bulan 

12 Bolan 

193.548.0 
00 

10.548.000 

Sekre

2 1 
8 

0 
1 2 

0 
a 01 

Penyediaan 
Komponen 
insta nts' Usti*/ 
Penerangan den 
Bangunan Kantor 

Jumlah Komponen 
InslalasI 
MIA/ Peneranpan 
Bangunan Kantor 

Ydabngediamn

N/A 12 Bulan - 12 Bulan - 12 Bulan 5.000.000 12 Bulan 6.200.000 12 Bulan 

Penyediaan 

2 1 0 2 0 02 
Peraiatan dan 
Perlengkapan 

Junnah Pertnatan 
dan Fertengkapan N/A 6u68 6.461.700 6 unit 6.561.700 6 unit 7.150.000 6 unit 8.000.000 6 unK 9.000.000 6 unk 15.000000 

8 1 a Kantor Kantor dan ATK 

Penyediaan 
Peralatan Rumah 

Junnah bulan 
terialeananya 

2 t 
8 

0 
1 2 0 

6 03 TRIKI0a Penyediaan 
Peraiatan Rumah 

180 buah 180 buah 8.503.000 180 buah 8.600.400 180 buah 9.000.030 180 tuah 9.003.030 180 boat 9.003.000 180 buah 9.000.003 

Tangga 

Jurniah bulan 
terlaksenanya 

2 1 
8 

0 
1 2 0 

a 05 
Penyediaan 
Barang Catalan 
dan Penggandaan 

Penyediaan Barang 
Cook,'" dan 
PeniNandaan 

5000 
ember 

5000 
bonbon ember 8.700.000 5000 8.793.750 5000 

!mbar 8.900.000 5000 
lember 10.000.000 5000 

*mbar 12.000.000 5000 
lumbar 18.000.000 

Penyediaan Satan lurniah Satan 
Bataan clan Bataan clan 

1 0 0 Peraturan Peraturan Perundang 1800 1800 1800 1800 1800 1800 
2 1 2 0 ca Perundang- 

undaninan 
undangan yang 
deedialan 

N/A exampitar 4.0(10000 eamphar 5.003.000 exampnar 7.000.000 exampliar a.cco.000 exampliar lo.coo.ma exampliar 10.560.000
8 

Faelitasi JurNah Makanan 

2 1 
8 

0 
1 2 

0 
a oe Kunjungan Tamu cum 

Minuman yang 
thsedialtan 

1 tahun 1 tahun 5.000.000 1 tahun 5.000.000 1 tahun 8.000.000 1 tahun 9.5233:00 1 tahun 10.000.000 1 tahun 13.000.000

PenYeeenn araan Jumlah FasIntasi 
Rapat Kocrdinasi Rape_mpat

2 1 0 2 0 09 dan Konsuitasi Koordinast clan N/A 1 lahun 85.125.000 1 tahun 85.130.000 1 taitun 80.920.030 1 tahun 85.003.000 1 tahun 90.000.000 1 tahun 100.000.00 
8 1 6 SKPD Konsurtasi be mar 

den Dem Daersh 
0 

Penatausahaan 
Arsip Dinatnis 

Penatausahaan Arslp 
yang Dinamis pada Penetiban Penertiban Penetiban Penertiban Penertban Penetten 

2 1 
8 

0 
1 2 0 

6 
10 pada SKPD SKPD N/A Atslp 

Diname 
- Arslp 

Marne 
.. Arsip 

Dinamis 
3.000.000 Alsip 

Dinamks 
5.003.000 Arsip 

Dinamis 
8.000.000 Arslp 

Dinamis 
10.000.000 

OPD OPD OPD OPD OPO OPD 

Dukungan 
Pdaleanaan 

Jumlah bulan 
terialeananya 

Sistim Dulcungan 

2 1
8 

0
1 

2 0
6 

vi Pemeintahan 
Berbasis Electron* 
pada SKPD 

Pelalcsanaan Sistim 
Pemerintahan 
Barba% Elektronlk 
pada SPCPD 

N/A 12 bulan - 12 bulan - 12 bulan 5.680.000 12 bulan 6.200.000 l2 bulan 7.500.000 12 bulan 8.1:00.000 

Pengadaan 
Barang 14111k Persentase 

2 1 
6 

0 
1 2 0 

7 

Daerah 
Penunlang 
Urusan 

Tersedianya Samna 
Prasarana 
Penuniang Kinerja 
Aparatur Perangkat 

N/A trA - 82% 315.435.5 
08 

94% 379.35&7 
62 

96% 665.294.4 
96 

KM 1.498.000. 
000 

100% 1.446.137.
093

Pemerintahan 
Daerah 

Duna, 

Penpadaen 
ICendaraan 

1 unit R4 

2 1 
8 

0 
1 2 0 

7 01 Per011110011 
Dinas eau

Jumlah Kendaraan 
Dime Jabatan 
R4/R2/ Rental 

NIA 
1 Sepeda 
Motor rcda 
2 

- 
dan 1 unit 
R2 
Kenclaraan 

180.003.00 
0 

2 unk 
Sepeda 
Motor 62 

60.003.000 2 Sepeda 
Motor R2 63.030000 

1 unit R4 
ICenclaraan 
Dinas 

400.00000 
0 

2 Sepeda 
Motor 112 70.030.000 

Kendaraan Dinas 
labean 

Dinas 



2 1 
8 

0 
1 2 0 

7 02 

Pengadaan 
Kendaraan Dinas 

° lung" *au
111301323n 

Jurnlah Kendaraan 
Dines Lapangan 
ROM /Rental 

N/A 
1 Sepeda 
Mote( roda 
2 

- 
1 unit R4 
Koidaraan 
Pelayanan 

180.000.00 
0 

2 unit 
Sepeda 
Motet R2 

62.000.000 1 Sepeda 
Plotor 62 32.000.000 

3 unit R4 
ICendaman 
Min 

280.00000 
0 

2 Sepeda 
Motor R2 65.000.000 

2 1 
8 

0 
1 2 0 

7 05 Pengedaan Mabel Jumlah Patent Mabel N/A 2 Paket - 2 Patent 5.000.000 2 Patel 7.500.000 2 Paled 8.250.000 2 Petrel 10.000.000 2 Paket 15.000.000 

2 1 
8 

0 
1 2 0

9 07 Pengadaan Met 
later,Lainnya 

Jurnish 7anah yang 
Disedialran N/A 500 Meter 

Persegi 0 500 Meter 
Parasol 50.000.000 500 Meter 

Pemegi 70.308.782 500 Meter 
Persegi 

200.000.00 
0 

500 Meter 
Persegi 

300.000.00 
0 

500 Meter 
Pereegi 

500.000.00 
0 

2 1 
8 

0 
1 2 0 

7 09 

Pengadaan 
Gedung Kantor 
atau Bangunan 

Jurniah Gedurg Kant. yang dlbangun N/A 1 Unit - 1 Unit 55.000.000 1 Unit 92.003.000 1 Unit 250.000.00 
0 1 Unit 400.000.00 

0 1 Unit 818.137.09 
3 

Lainnys 

Pengodsan 
Saran. don Jurntah Samna dim 1 Unit 2 Komputer 

2 1 
8 

0 
1 2 10 Presarana 

Gedung Kantor 
Ow Bangunan 

Prasarana Gedung 
Ksritor atau 
Bangunan Lainnya 

Nth 
11CoriButer 
/1aPtelPdan 
1 Printer 

• 
1 Kornputer 
/Laptop dan 
1 Printer 

15.000.000 
3 Unit AC, 2 

Unit iv 
LED 42 ' 

42.650.000 2 Una 7V 
LED 64' 25.000.000 Running 

Teet2 
MOW 

8.000.000 /Laptop dan 
2 Printer 

30.030.000 

Loamy, 

Pengolean 
Samna den Jumieh Samna dan Fluting 

2 1 
8 

0 
1 2 0 

7 11 
Rowans 
Pendukung 
Gedung Kantor 
atau Bangunan 

Prasamne 
Pendukung Gedung 
Kantor atau 
Bangunan Lainnya 

N/A l'empat 
Parldr Ft2 

- Ruang 
rape 

30.435.508 Pertemuan 
P7t3P dan 

tetinis 

44.900.000 Tempel 
pad& R2 

87.044.498 
Ruang 

kantor dan 
Mang 

100.000.00 
0 

Ruang 
MOO 

150.000.00 
0 

Lainnya 

Penyethaan lasa 
Penunjang Persentase 

2 18 n1 2 
Lh-usan 
Pemerintahan 
Daerah 

Tersedianya Jasa 
Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

100% 100% 141.193.8 100% 134.725.8 100% 159.385.8 100% 186.550.8 100% 204.508.8 
00 00 80 80 00 

100% 320.508.8 
00 

Sekhe 

2 1 
B 

0 
i 2 0 

8 „, si ' 
Penyediaan law 
Swat Nehru& 

Jurniah penyedlaan 
Jasa swat manyurat , tithun 1 tahun 25.430.000 1 tahun 26.680000 1 tahun 28.000.000 1 tahun 30.100.003 1 team 32.000.000 1 tahun 40.000.000 

Penyediaan Jasa Jumbiti penyediaan 

2 1 
8 

0 
1 2 0 

8 02 
Komunikasl, 
Sumter Days Air 
don Ustrik 

Jan Komunikasi, 
Sumber Daya Air 
dan itstrik 

1 tahun 1 tahun 35.255.000 1 tahun 35.537.000 1 tahun 40.557.000 1 tahun 42.000.003 1 tahun 52.000.030 1 tahun 58.000.000 

" Ran 3853 Jurniah Panyediaan 
2 1 0 2 0 03 Peralatan dan Jasa Peraistrm den 12 Wan 12 Wan 12 Bulb n - 12 Bulan 8.578.000 12 Bolan 9.300.000 12 Baton 12.030.000 12 bulan 18 .000- 

8 1 8 Perloigkapan Periengkapan Kantor 
Kantor 

Jumleh tenaga 

2 1 
8 

0 
1 2 0 

8 04 
Penyettlaan Jasa 
Pliayanan Urnwo 
Kantor 

Syrakelols.Tenaga 
IT, Book, don 
Keberalhan 
perkantoran 

10 Orsng 10 Orang 80.508.800 10 Orang 72.508.800 11 Orang 82.250.8130 12 Orang 105.150.88 
0 

13 Orang 108.508.80 
0 

14 Orang 204.50880 
0 

' 1emeliheraan 
Barang Mnik Persentase 
Daerah Terlaksananya 104.128.00 160.70170 201000.00 403.000.00 031000.00 

2 1 
$ 

0 
1 9 Penum mang Peeliharaan 

Urusan Barang Mink 
100% 100% 58 100% 0 100% 0 

Pernerintahan Daerah 
Daerah 



2 1 0 2  0 01 

Penyediaan Jess 
Pemeliharaan, 
Biaya 
Pemeliharaan dan 

Jumtah Blaya Jasa 
Pemeliharaan. Biaya 
Perneliharaan dan 
Pajak Kendaraan 12 bulan 12 Bu/en 28.200.000 12 BuIan 27.000.000 12 Buten 30.580.000 12 Bulan 31.000.000 12 Bulan 40.000.000 12 Bulan 48.000.000 

8 1 9 Pajak Kendaraan 
Perorangan Dinas 
atau Kendaraan 
Dinas Jabatan 

Perorangan Dinas 
atau Kendaraan 
Dinas Jabatan 

Penyediaan Jumlah Penyediaan 

2 
1 
8 

0 
1 2 

 0 
9 02 

Jasa 
Pemeliharaan, 
Biaya 
Pemeliharaan, 
Pajak dan 
Pedzinan 
Kendaraan Dines 
Operasional atau 
Lapangan 

Jasa 
Pemeliharaan. 
Blaya Pemeliharaan, 
Pajak dan 
Perizinan 
Kendaraan Dinas 
Operasional atau upan9. n

N/A 12 Bu/an 0 12 Bolan 10.000.000 12 Bu/en 13.800.000 12 Bu/en 14.000.000 12 Bulan 20.000.000 12 Bu/en 30.000.000 

PemelIharaan/Reh Jumlah Biaya 

2 
1 
8 

0 
1 2 

0 
9 09 

abilitasi Gedung 
Kantor dan 
Bangunan 
Lainnya 

Gedung Kantor yang 
dipelihara/Rehabilita 
si 

i  Gedung
12 Bulan 28.128.000 12 Bu/en 17.128.000 12 Bulan 23.500.0130 12 Bulan 24.000.030 12 Bulan 28.000.000 12 Bulan 35.000.000 

2 
1 
8 

0 
1 2 

0 
9 10 

Pemeliharaan/Reh 
abilltasi Samna 
dan Prasarana 
Gedung Kantor 
atau Bangunan 
Lainnya 

Jumlah Biaya 
Samna dan 
Prasarana Gedung 
Kantor atau 
Bangunan lainnya 
yang di 
Pelihara/Rehabilitasl 

N/A 12 Bulan 0 12 Bulan 0 12 Bulan 12.800.000 12 Bulan 13.000.000 12 Bulan 15.000.000 12 Bulan 20.000.000 

1817 : Meningkatkan sumber.eumber pendanaan dan ketepatan alokaal investasi melalui penciptaan iklim yang kondusif untuk pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja. 

IJUAN SASARA 
N 1 : 

Rersenlase 
Peningkatan 

, , ..-.. 
-'''- ---- - — - - — ---

mingk Peningka Nilai 
an tan nilal Investasi 2 

1 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 
am invested 5 PENANAMAN MODAL 
lestasi 

nanam PROGRAM PENGEMBANGAN 
modal 1 IKLIM PENANAMAN MODAL Penyusunan 

2 
1 
8 

0 Rencana Umum 1 
2 Penanaman Modal dokumen 

07 5.5132 
1 

**union 
88.740.08 1 

dokumen 
103.004.2 1 

**amen 112.421.6 
1 

dokumen 12 1.723.1 
1 

dokumen 122.424.7 WIMP 

Daerah 7 30 40 n 46 

Penetapan 
Pemberian 
Fasilitas/ Insenti 
f Dibidang 
Penanaman 

lumlah bulan dan 
dokumen 
Terlaksananya 
Penetapan 
Pemberian 

2 
1 
8 

0 
2 2 

0 
1 

Fasilitas / 
Modal yang 

Insenttf 
Dibidang menjadi 
Penanaman Modal Kewenangan 
yang menjadi 

Daerah 

12 bulan 12 bulan 19.610.00 
0 

12 bulan 30.949.82 
6 

12 butan 35.000.00 
0 

12 bulan 41.934.92 
0 

12 bulan 49.446.24 
6 

12 buten 52.253.00 
0 

Kabupaten/Kot 
a 

Kewenartgan
Daerah 
Kabupaten/ Kota 

'Jumlah Penetapan 

Penetapan 
Kebijakan Daerah 
mengenai Pemberian 

Kebijakan Daerah Pasilitasfinsentif dan 
mengenai ' Kemudahan 

2 
1 
8 

0 
2 2 

0 
1 01 Pemberian I Penanaman Modal 

FasilitastInsentif 
dan Kemudahan 

dolcumen, 
Perbup 

2 dokuinen, 
3 Petup 1%810400 

2 Wkumen
' 

3 Perbup 19.810.000 
2 dokumen, 

3 Perbup 
20,000.000 2 dokumen, 

3 Perbup 
22.000.coo 2 dolosnen, 

3 Perbup 24.446.246 
2 dokumen, 

3 Perbup 25.575.214 PM 

Penanaman Modal 

I 



1 
8 

0 
2 

Evaluasi 
Pelaksanaan 
Pemberian I 
Fasilitasfinsentif 
dan Kemudahan 
Penanaman Modal 

lumlah Evaluasi 
Pelaksanaan 
Pemberian 
Fasilitasfinsentif clan 
Kemudahan 
Penanaman Modal dokumen, 

Perbup 

12 bulan 

1 dokumen 

2 dokumen, 
3 Perbup 

12 bulan 

1 dokumen 

30.762.32 
0 

2 Mullen, 
3 Perbup 

12 bulan 

11.139.826 

57.790.26 
1 

2 dolcumen, 
3 Perbup 

12 bulan 

1 dewmen 

15.000.000 

68.004.23 
0 

35.004.230 

2 dokumet, 
3 Perbup 

12 bulan 

1 dokumen 

19.934.920 

70.876,72 
0 

2 dokumen, 
3 Perbup 

12 bulan 

25.000.000 

72,276.87 
7 

2 dokumen, 
3 Perbup 

12 bulan 

26.677.786 

70.171.78 
6 

PM 

MI 

1 : 

Pembuatan Peta 
Potensi 
Investasi 
Kabupaten/Kot 
a 

jumlah bulan dan 
dokumen 
Terlaksananya 
Pembuatan Peta 
Potensi Investasi 
Kabupaten/Kota 

1 0 
2 01 

Penyusunan 
Rencana Umum 
Penanaman Modal 
Daerah 
Kabupaten/Kota 

Jurnlah Mai Investasi 
Berskala Nasional 
(PMDN/PMA) 

30.762.320 

1 dokumen 

32.790.261 35.500.030 

1 dolmen 

36.000.060 

1 dolomtert 

33.674.786 
hmlah bulan 
terlaVsananya 
Penyusunan Rencana 
Umum Penanaman 
Modal Daerah 
Kabupaten/Kota 

12 bulan 12 buret 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 buten PM 

1 02

jumlah bulan 
Penyediaan Peta Penyediaan Peta 
Potensi dan Potensi dan Peluang Peluang Usaha • 

• Usaha 
KabuPaten/K°12 Kabupaten/Kota 

12 bean 12 bitten 

1 dokumen 
4 Event 

- 12 boles 25.000.000 /2 bulan 

1 dokumen 
5 Event 

33.000.000 

127.125.4 
74 

12 bulan 

1 dokumen 6 66ent

35.376.720 12 bulan 36.276.877 12 bulan 36.497.000 PM 

1 0 
3 

PROGRAM 
PENANAMAN 

PROMOSI 
MODAL 

. Investasl Berskala 
Nasional 
(PMDN/PMA) 1 dokumen 

4 Event 31.602.82 
3 

1 dokumen 
5 Event 

,r , .,,,, ,.. 
''''''''""''' 8 

144.293.9 
58 

1 dokumen 
6 Event 157.7892

33 

1 dokumen 
7 Event 15343eS

82 
°MI " 

1 
8 

0 0 
3 

Penyelenggaraa 
n Prornosl 
Penanaman 
Modal yang 
menjadi 
Kewenangan 
Daerah 
Kabupaten/Kot 

lumlah bulan 
dokumen dan 
Event 
Terlaksartanya 
Penyelenggaraan 
Promosi 
Penanaman Modal 
yang menjadi 
Kewenangan 
Daerah 
Kabupaten/ Kota 

12 bulan l2 bulan 31.602.82 
3 

12 butan 27.726.99 
8 

12 buten 127.1254 
74 

12 bulan 144.293.9 
58 

12 bulan 157.789.2 
33 

12 bulan 153.030.9 
82 

18 
01 

Penyusunan 
Strategi Pluirtotti 
Penanaman Modal 

Terselianya Stater' 
Promosi Penanaman 
Modal 

1 Dokumen 1 Dokumen 1 DOiCUMen 7.726.998 1 Dokumen 52.125.474 1 Dokumen 54.293.958 1 Dokumen 52.789233 1 Dokumen 48.030.982 PM 

2 1 03 2 02 

Pelaksartaan 
Kegiatan Promosi 
Penanaman Modal 
Daerah 
Kabupaten/Kota 

Jumlah Event Promost Investasi 4 Event 4 Event 31.602.823 4 Event 20.000.000 4 Bent 75.000.000 4 Event 90.000.000 4 Event 105.000.03 
0 

163.263.5 
54 

4 Event 105.000.00 
0 

PM 

1 
8 

0 
4 

PROGRAM PMAYARAN 
PENAMOINI MODAL 

----1-

Indeks kepuasan 
masyarakat 
perangkat daerah 

i 

oil fm 86.127.44 
6 

89 75.564.62 
8 

90 138.534.1 
70 

91 154.132.1 92 
83 

93 
. 

171.769,4 
70 

DPMPTP 



2 : : 2 ° 

01 

Pelayanan 
PerizInan dan 'umiak bulan 
Non Perlzinan terlaksananya 

secara Terpadu Pelayanan 

Satu Pinto Perizinan dan Non 

dlbidang Perizinan secara 
Penanaman Terpadu Satu 
Modal yang idPintu dibang 

menjadi Penanaman Modal 

Kewenangan yang menjadi 

Daerah Kewenangan 

Kabupaten/ Daerah 

Kota Kabupaten/ Kota 

12 baba l2 bulan 86.127.44 
6 

12 bulan 75.564.62 
8 

12 bulan 1.38.534.1 
70 

12 Wan 154.132.1 
83 

12 bulan 163.263.5 
54 

12 bulan 171.76%4 
70 

2 1
8 

° 
4 2 ° 

1 

Penyediaan 
Pelayanan 
Terpadu Perizinan 
dan Nonperizinan 
berbasis Sistem 
Pelayanan 
Perizinan 
Berusaha 
Terintegrasi 
secara Elektronik 

Jumlah Penyediaan 
Pelayanan Terpadu
Perizinan dan 
Nonperizinan 
berbasis &stem

Pelayanan PeriOnan 
Berusaha 
Terintegrasi secara 
Elektronlk 

1500 
dolcumen 

1500 
dolcumen 

43.247.446 
1700 

dokumen 
32.684.628 2000 

dokumen 51.034.170 22C0 
Mullen 54.132.183 

2300 
&Stumm 

49.763.554 
2400 

dokurnen 46.769.470 Peridruman 

Pemantauan 
Jumlah Pemantauan 

2 1 
8 

0 
4 

2 ° 
1 02 

Pemenuhan 
Komitmen 
Perizlnan dan Non
Perizinan 
Penanaman Modal 

Pemenuhan 
Komitmen Perizinan 
dan Non Perizinan 
Penanaman Modal 

800 luta 800 71421 15.500400 800 luta 15.500.000 800 3uta 17.500.000 80024a 20,033.000 800 Ida 23.500.000 800 Juta 25.000.000 Wasdal 

2 1 
8 

0 
4 2 0 

1 03 

Penyediaan 
Layanan 
Konsubsi dan 
Pengelolaan 
pengaduan 
masyarakat 
terhadap 
pelayanan terpadu 
perizinan dan non 
perizinan 

Jumlah bulan 
penyediaan layanan 
konsuttasi dan 
pengelolaan 
pengaduan 
masyarakat terhadap 
pelayanan terpadu 
perizinan dan non 
perizinan 

12 bulan 12 bulan - 12 bulan - 12 bulan 25.033.003 12 bulan 30.030.000 12 bulan 35.000.0O3 12 bulan 40.030.000 Pendnanan 

2 1 
8 

0 
4 2 0 i 04 

Koordinasi dan 
Sin kronisasi 
 Penetapan 
pemberian 
FasIlitas/Insentif 

Jumlah bulan 
Koordinasi dan 
Sinkronisasi 
 Penetapan 
pemberian 

12 bulan 12 bulan 27.380.030 12 bulan 27.380.000 12 bulan 45.000.000 12 bulan 50.000.000 12 bulan 55.003.000 12 !Man 60. .000 Peril:loans.' 

Daerah 
Fasilitas/Insentif 
Daerah 

Jumlah OWek 
PerIzInan dan non 

2 
j 0 

PROGRAM PENGENDALIAN 
PELAKSANAAN 

perizinan yang 
100 objek 100 objek 276.420.9 110 objek 242520.1 110 °balk 1067243 120 objek 214.040.4 120 oblek 2374104 130054.16 2.10.639.5 1.111.735. 8 5 PENANAMAN MODAL  diawasl, 

dikendalikan dan 
ditertIbkan 

19 52 03 11 16 52 564 

Pengendallan 
Pelaksanaan 

Jumlah bulan 
terlaksananya 

Penanaman Pengendalian 
Modal yang Pelaksa naan 
menjadi Penanaman Modal 

2 1 
8 

0 
5 

2 Kewenangan yang menjadi 
Daerah Kewenangan 

12 bulan 12 bulan 276.4204 
19 

12 bulan 242520.1 
82 

12 bulsn 186.724.5 
03 

12 bulan 214.040.4 
11 

12 bulan 237.1110.9 
16 

12 Wan 230.6.19.5 
52 

Kabupaten/ Rot Daerah 
a Kabupaten/ Rota 

Koordinasi dan 
Sinkronisasi 

Jumlah Perusahaan 

2 1 
8 

0 
5 2 0 

1 01 Pemantauan 
PelaVsanaan 
Penanaman Modal 

PMA/PMDN yang 
menyampaikan 
Laporan 

15 
Perusahaan 

15 
Perusahaan 

151.700.91 
9 

15 
Pensahaan 

117.8C0.18 
2 

15 
Perusahaan 45.000.000 15 

Perusahaan 50.000.000 
15 

Perusahaan 55.000.000 
15 

Perusahaan 55.030.030 5/4 



2 
1 
8 

0 
5 2 0 

1 02 

Koadinasi dan 
Sinkronisasi 
Pemblnaan 
Pelaksanaan 
Penanaman Modal 

Terciptanya 
Kerjasama dengan 
Kecamatan 

17 
Kecamatan 

17 
(ecamalan 

17 
Kecamatan 

17 
Kecamatan 87.029.006 17 

Kecamatan 123.740.00 
0 

17 
Kecamalan 

150.800.00 
0 

17 
Kecamatan 150.800.00 

0 
Wasdal 

Koordinasi dan Terciptanya 
SinkronisasI Kepatuhan 

2 1 
8 

0 
5 2 0 

1 03 Pengawasan rnasyarakat terhadap 
17 

ktecarnatan 
17 

Kecarnatan 124.720.00 
17 

„ mason 124.720.03 
17 

kocomatoo 54.695.497 
17 

Kocamotoo 40.303.411 
17 

„ miaow 32.010.916 
17 

„ mason 24.839.552 Wasdal 
Pelaksanaan 
Penanaman Modal 

perizinan dan non 
perizinan 

0 0 

PROGRAM PENGELOLAAN DATA Jumiah Aplikasi 
2 

1 
8 

0 
8 

DAN SISTEM INFORMASI pelayanan yang 1 aplikas1 1 aplIkad 17.978.49 1 ApIlIcasl 13.773.58 1 ApIlkas1 26.077.02 1 ApIlkad 29314.67 1 Aplikaal 32.201.88 1 ApIlkasi 34353.89 DP911,76 
PENANAMAN MODAL . dikembangkan 5 1 0 3 4 4 

Pengeldaan 
Data dan 3um1a8 bulan 
Informasi terlaksananya 
Perizinan dan Pengelolaan Data 
Non Perizinan dan Informasi 

keglatanny 
a tidak ada 

2 
1 0 2 01 yang Perizinan dan Non 12 bulan 12 bulan 17.978.49 12 btdan 15.773.58 12 bulan 26.077.02 12 bulan 29314.67 12 bulan 32.261.88 12 bulan 3435339 di sipd dan 
8 8 Terintegrasi Perizinan yang 

pada Tingkat Terintegrasi pada 
5 1 0 3 4 4 ditambahka 

n 
Daerah Tingkat Daerah 
Kabupaten/Kot Kabupaten/ Kota 
a 

Jumlah bulan 
Pengotahan, 
Penyajian dan 
Pemanfaatan Data 
dan Informasi 

terlaksananya 
Pengolahan, 
Penyajian dan 
Pemanfaatan Data 

1 0 0 
Perizinan dan Non dan Informasi 

2 8 8 2 1 01 Perlzinan Berbasis 
Sistem Pelayanan Petizinan dan Non 

Perizinan Berbasis 

12 Bolan 12 &Ilan 17.978.495 12 Bulan 15.773.581 12 Bulan 26.077.020 12 Milan 29.514.673 12 Bulan 32.201.884 12 Wan 34.353.894 Izin 

Perizinan Sistern Pelayanan 
Berusaha 
Terintegrasi 
secara Elektronik 

Penzinan Berusaha 
Terintegrasi secara 
Elektronik 

181 Membangun kemandlrian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melatul daya dukung sektor primer dan jasa berbasiskan pemberdayaan masyarakat 

UJUAN 
1 : 

%flack 
atnya 
.esejaht 
'ram 
tasyara 

kat 

SASARA 
N 4: 

Meningk 
atnya 

Perekon 
omlan 

Masyara 
tat 

melalui 
Sektor, 

Pedndus 
Wan 

IK I 
Pertumbuhan 
PDRB sector 
Perindustrian 
IK 2 
Kontribusi 
Sektor 
Perindustrian 
terhadap 
PORB 

URUSAN PEMERINTAHAN BI 

7 
PROGRAM PERENCAN 
PEMBANGUNAN INDU 

i 

I 
100% I 100% Rp14.949.9 

89.281 
100% Rp13.116.4 

96.8118 
100% Ftp14.945.3 

92.2211 
100% Rp15.101.8 

74.642 
100% Rp14.893.3 

71.507 
100% Rp14.78.1.7 

89.243 

)ANG PERINDUSTRIAN 

.11'.1;:i
DAN 

Pengembangan 
Sentra Sentra 
Industri Potensial 

I antra 1 sett' 14.949.98 
9.281 

1 sentra 11116.49 
6.886 

1 'entre 14.733.51 
6.438 

1596898 14.75133 
6.647 

11e1893 14.555.25 
1.721 

1 antra 14.05186 
5.710 

71 218.487 
402 



3 3 
1 

0 
2 2 0 

1 

Penyusunan, 
Penerapan dan 
Evaluasi 
Rencana 
Pembangunan 
Industri 
1Cabupaten/Kot 
a 

/umlah bulan 
terlaksananya 
Penyusunan, 
Penerapan dan 
Evaltrasi Rencana 
Pembangunan 
Industri 
Kabupaten/Kota 

12 Wien 12 bulan 14.949.98 
9.281 

12 bulan 13.116.49 
6.886 

12 bulan 14.733.51 
8.438 

12 Wan 14.757.33 
5.647 

12 buten 14.555.25 
1.721 

12 bulan 14.05186 
5.710 

Indust,, 

3 3 
1 

0 
2 2 0 

1 01 

Penyusunan 
Rencana 
Pembangunan 
Industri 
Kabupaten/Kota 

Dolcumen Ranpada, 
Dolcumen Perda, 
Dokumen Revhd 
Perda 

Dolatmen 
Ranperda 

1 Dokumen 
Perla 102.600.03 

0 

1 Dokumen 
Pada 102.600.00 

0 

1 Doktxnen 
Perda Revel 100.000330 

0 
- - 

1 Dokumen 
Perda Re& 10D000.00 

0 
- 

Koordinasl, 
Sinkronisasi, dan 
Pelaksanaan 

3 3 
t 

0 
2 2 0 

1 02 
Kebijakan 
Percepatan 
Pengembangan, 

3umlah dolmen 
hull loxrdinasi 

N/A 1 Dokum en - 1 Dokumen - 1 Dokumen 100.030.00 
0 

1 Dokumen 100.00000 
0 

1 Dokumen 100.030.00 
0 

1 Dolcumen 100.000.00 
0 

Penyebaran dan 
Perwilayahan 
Industri 
Koordinasi, dan 

3 3 
1 

0 
2 

2 0 
1 03 

Slnkronisasi, 
PelakSanaan 
Rencana 
Pembangunan 
Sumter Daya 

3umfah wirausaha 
dan tenage 'carp di 
biding Indut' l yang 
dilate 

200 
Wirausaha/ 

Tampa 
Kerja 

200 
Whersaha/ 

Tenaga 
Kerja 

- 
240 

Wirau saha/ 
Tenaga 
Kerja 

- 
240 

Wirausaha/ 
Tenaga 
Karla 

150.000.00 
0 

240 
Weasels/ 

Tenaga 
Keje 

150.000.00 
0 

240 
Wirausehei 

Tenaga 
Kerja 

150.000.00 
0 

240 
Whausaha/ 

Tenaga 
Kee 

150.000.00 
0

Industri 
Kcordinasi, dan 
Sinkronlosl, 
Pelaksanaan 

3 3 
1 

0 
2 2 

0 
1 04 Rencana 

Pembangunan 

 kniah 11,34 yang 
disetakasi 

1 Dokumen 1 Dokumen - 1 Dokumen - 1 Dokumen 200.000.00 
0 

1 Dolmen 200.000.00 
0 

1 Dokumen 200.000.00 
0 

1 Dokumen 200.000.00 
0 

Sarana dan 
Prasarana Industri 

Koordinasl, dan 

3 3 0 2 0 05 

Sinkronisasl, 
pelesanaan 
Rencana 

Persettase 
pernbangunan sentry 
IKM colcelat dan 30% 1 entre 14.847.389. 1 sentra 13.013.896. 2 sentra 14.133.516. 2 sentra 14.257.336. 2 sentra 13.955.751. 2 sentra 13.553.865. 

1 2 1 Penberdayaan 
Industri clan Pecan 

lumlah Sentra IKM 
yang Dikembangkan 

281 886 438 647 721 710 

Seta Masyaralcat 

Evaluasi Terhadap 
Pelaksanaan 

3umleh &lumen 
yang dievaluasi 

3 3 
t 2 ° 1 08 Rencana 

Pembangunan 
1 DOICUMell 1 Dokumen - 1 Dokumen - 1 Dokumen 50.030.003 1 DOillMeil 50.000.000 1 Diemen 50.000.000 1 Dokumen 50.000.000 

Industri 
Peningkatan 644.115.2 
jumlah Industri 69,00 
kecil dan 
Menengah yang 

3 3 
1 

0 
3 

PROGRAM PENGENDAL1AN IZIN 
USAHA INDUSTRI 

be rtifikasi sertifikasi sertifikasi sertifikasi sertifikasi 162.981.3 sertifikasi 161970.4 sertifikasi 161.009.4 sertifikasi 156154.0 
77 07 22 63 

Penerbitan Izin 
Usaha Industri 
(Out), Izin 
Perluasan Persentase 
Usaha Industrl Penerbitan Izin 
(IPUI), loin 
Usaha Kawasan 

Usaha Industri (IUI), 
lzin Peduasan Usaha 

Industri (IUKI) 
dan Jan 

Indushi (IPUI), Ian 
Usaha Kawasan 

3 3 
1 

0 
3 2 0., 

Perluasan 
Kawasan 
Industri (IPKI) 

Industri (IUKI) dan 
Inn Perluasan 
Kawasan Industri 

90% 90% ./0 92 94% 162.981.3 96% 163.970.4 98% 161.009.4 100% 156.154.0 . 
77 07 22 63 i 

i 
Kewenangan (IPKI) Kewenangan 
Kabupaten/Kot 
a Berbasis 

Kabunaten/Kota 
Berbasis Sistem 

Sistem Inforrnasi Industri 
Informasi Nasional (SIINAS) 
Industri 
Nasional 
(SIINAS) 



3 3 
1 

0 
3 2 

0 
1 01 

FasIlitasi 
Pemenuhan 
Komitmen 
perolehan 1111, 
IPUI, IUKI dan 
IPKI Kewenangan 
Kabupaten/Kota 
dalam Sistem 
Informasi Industd 
Nasional (SIINas) 
yang Terintegras1 
dengan Sistem 
Pelayanan 
Perizinan 
Berusaha 
Terintegrasi 
secara ElektronIk 
Berbass Sistem 
Informasi Industri 
Nasional (SIINAS) 

Jumlah IKM yang 
bersertifikat di 
Wang industri 

N/A 
200 

Sertillkat 
- 50 Sertifikat - SO Sertifikat 62.981.377 50 Sertifflot 113.970.40 

7 
50 Sertlfikat 91.099.422 SO Sertifikat 100000.00 

0 

Koordinasi dan 
Sinkronisasi 
Pengawasan 
Perizinan di 

3 3 
1 

0 
3 2 o 

1 
02 

Nang Industd 
dalam Lingkup 
IUI, IPUI, IUKI 
dan IPKI 

Jumlah dokumen 
basil koordinasi N/A 1 Dokumen - 1 Dokumen - 1 Dolcumen 100.000.00 

o 
1 Dolcumen 50.030.000 1 Dokumen 70.000.000 1 Dokumen 56.154.063 

Kewenangan 
Kabupaten/Kota 
Berbasis Sistem 
lnformasi Industd 
Nasional (SIINAS) 

3 3 
1 

0 
4 

PROGRAM 
INFORMASI 

PENGELOLAAN 
INDUSTRI 

SISTEM 
NASIONAL 

Tersedlanya data 
dan Informant 
tentang Induatri 
kecif dan 
Menengah 

1 
Dokumen 
Ranperda 

1 
Dokumen 
Ranperda 

1 
Dokumen 
Ranperda 

1 
Dokumen 
Ranperda 

48.894.41 
3 

1 
Dokumen 
Ranperda 

180.367.4 
es 

1 
Dokumen 
Ranperda 

177.110.3 
64 

1 
Dokumen 
Ranperda 

171.769,4 
70 

Persentase 
Penyediaan 

3 
3 
1 

0 2 
0

Renyedlaan Informant 
Industri untuk IUI, 
IPUI, IUKI dan ma 
Kewenangan 

. Kabupaten/Kota 

Infonnasi Industri 
untuk IUL IPU1, IUKI 
dan IPKI 
Kewenangan 

paten/Kota 
90% 90% 921,A, 94% 48 .8:4.41 96% 180.367.4 

88 
98% 177.110.3 

64 
100% 171.769,4 

70 

. . 

Fasilitasi 
Pengumpulan, 
Pengolahan dan 
Analisis Data 
Industri, Data 

3 3 
1 

0 
4 2 

o 
1  01 

Kawasan Industd 
serta Data Lain 

Jumlah Dokumen 
Data Industri 

1 Dokumen I Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 20.500.0000 1 Dokumen 50.000.000 1 Dokumen 60.000.000 1 Dokumen 53.270.447 

Ungkup 
Kabupaten/Kota 
melalui Sistem 
Informasi Indusbi 
Nasional (SIINAS) 

DiseminasIdan 
Publikasi Data 

Jumlah Dokumen 
D ipublikasikan

- - 

3 3 
1 

0 
4 2 

o 
1  02

Informasi dan 
Analisa Industri 1 Dokumen 1 Ddcumen 1 Dokumen 1 Dokumen 8.894.413 1 Dolcumen 85.734.936 1 Dokumen 86.220.728 1 Dokumen 77.899.023 

Kabupaten/Kota 
melalui SIINAS 



Pemantauan dan 
Evaluasi 

luneah Perusahan 
yang Dipantau San 

Kepatuhan Dievaluasi 
Perusahaan 
Industn dan 

3 3 
1 

0 
4 2 

0 
1 cm 

Perusahaan 
Kawasan Industri 

9 
Perusahaan 

9 
Perusahaan - 

9 
Pensahaan - 

9 
Perusahaan 

20.000.000 
9 

Perusahaan 44.632.552 
9 

Pennahaan 30.889.636 9 
Perusahaan 

40.600.000 

Ungkup 
Kabupaten/Kota 
dalam 
Penyampaian Data 

_ ke 511Nas 

PARIAMAN, 24 Mei 2021 

KEPAL.A. DINAS PENANAMAN MODAL 
PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIA.N 

KABUPATEN PADANG PARLAMAN 

RUDY REPENALDI RLLIS, S.STP, .1%LM 
Pembina Utama Muda, Nip. 19790402 199803 1 003 



TC. 27 

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif di sandingkan (KEPMENDAGRI 050-4889 TAHUN 2021) 
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2021-2026 

'Mem 
Sawa 

IndNut 
or 

TuJuin 

Sasara 

Rode 
Misi/Tujuan/Sasaran/ Program 

Pernbangunan Daerah 

Indikator 
Kinerja 

(tujuen/intparelf 

Kepmendagri 050-
5889_Tahun 2021 
Kodefikasi dan 

Nomenktatur Daerah 

Koons' 
ROO' 
Awil 

RMRAD 

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

Perangka 
t Daerah 
Pena ng g 

ung 
Jawab 

Taluol Taltun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-6 Kondisi Kinerja pada 
akhir periode RPJMD 

outcome) 

Indikator semen Target Rp Target RP Target RP Target Rp Target Rp Target Rp 

2 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16 17 

erwuju 
lya 
!forma 

rokras 
iang 
MIctif 
an 
IsMn 

SASAR 
AN 7 : 
Miming 
katnya 
implem 
entasi 
birokras 

Indeks 
RB 
Rumus 
: Hasa 
Evelue 
al RB 

MISI 5 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan 

PENUNJANG 
PEMERINTAHAN 
KABUPATEN/KOTA 

yang efektif, bees/h, torkoidllan. dernokries metalui penyelenggaraan pernerintah yang p ofesional, asp reit potkepseff dye tranomisn 

Rp19.019. 
107.672 

Rp17.737. 
404.504 

Rp19.704. 
955.369 

Rp20.692, 
733.256 

Rp21.951. 
522.035 

Rp21.900. 
993.959 

2 
PROGRAM 
URUSAN 
DAERAH 

Persontase 
TerpenuMnya 
Pelayanan 
PemerIntahan 
Daerah 

100% 100% Rp3.606.4 
16.388 

100% Rp4.170.5 
82.142 

100% Rp4.178.0 
97.734 

100% Rp4.835.2 
65.848 

100% Rp6.345.3 
61.815 

Rp5.1106.9 
86.032 

DP91PTP 

NSW SIUCIP 
Perangkat 
Daerah Hashl 
Evaluasi 
Inwktorat 

A A A A A A A 

Persentase 
Temuan BPK 
yang 
Ditindaklanjutl 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

2 2 

Persentase 
Keselarasan 

Perencanaan, , Dokumen 
Penganggaran, dan ' Perencanaan 
Evaluasi Kinerja dan 
Perangkat Daerah Penganggaran 

Perangkat 
Daerah 

N/A PO% 24.934.1 
50 

92% 25.000.0 
00 

94% 49.157.6 
19 

96% 52.163.0 
00 

WI% 58.710.0 
00 

100% 69.560.0 
00 

Salve 

2 
.01 2 01 

Penyusunan 
Dokumen 
Perencanaan 
Perangkat 
Daerah 

Jumlah Dokumen 
Renstra,Renja, 
RKA N.1, RKA 
Perubahan. DPA 
N+1,DPA 
Perubahan 

Jumlah dokumen 
perencanaan 
perangkat 
daerah 

Dokum 
en Dokumen 

8 
Dokumen 12.250.00 

5 
Dokumen 12.300.00 

0 

5 
Dokumen 13.780.00 

0 

5 
Dokumen 13.923.00 

0 

5 
Dokumen 15.000.00 

0 
Dokumen 18.000.00 

0 

2 8 
0 2 .01 04 

Koordinasi den 
penyusunan 
DPA-SKPD 

Jumlah KoordIrtas1 
dan penyusunan 
DPA-SKPD yang 
dilakukan 

)umlah dokumen 
DPA-SKPD dan 
laporan hasil 
koordinasi 
penyusunan 
dokumen DPA-
SKPD 

Dokum 
en 

N/A 2 
dokumen 

2 
dokumen 

2 
dokumen 5.746.030 

2 
dokumen 6.750.080 

2 
dokumen 10.000.00 2 

dokumen , 10.20000 

2 2 05 

KOOrdlnasIdan 
penyusunan 
Perubahan DPA-
SKPD 

lumlah Koordinasl 
clan penyusunan 
Perubahan DPA-
SKPD yang 
dilakukan 

Jumlah dokumen 
perubahan DPA-
SKPD dan 
laporan hand 
koordinasi 
penyusunan 
dokumen DPA-
SKPD 

Dokum 
en 

N/A 2 
dokumen 

2 
dokumen 

2 
dokumen 7.263.000 2 

dokumen 8.540.000 
2 

dokumen 9.030.000 
2 

dokumen 10500.00 
0 

2 2 06 

Koordinasi dan 
Penyusunan 
taporan Capaian 
Kinerja dan 
Ikhtiar Realisasi 
Idnerja SKPD 

lumtah Dokumen 
LPPD, Lake), Lap 
Caplon 

Jumlah Laporan 
capaian kinerja 
dan Ihktisar 
realises kinerja 
SKPD dan 
laporan hand 
koordinasl 
penyusunan 
laporan capaian 
Idnerja dan 
ihktisar realisasi 
kinerja SKPD 

Dokum 
em 

3 
dokumen 

3 
dokumen 

3 
dokumen 

3 
dokumen 8.659.619 

3 
dokumen 8.950.000 

3 
dokumen 9.230.000 

3 
dokumen 11.360.00 

0 



1 
8 

0 7 
Eyaluasi Kinerja 
Perangkat I 
Daerah 

Administrasl 
Keuangan 
Perangkat 
Daerah 

Iumlah dokumen 
tedaksananya 
Evaluasi Kinerta 
Perangkat Daerah 
DPMPTP (Lppd, 
Lakip) 

. 
lumlah laporan ! 
evaluasi kinerja I Dokum 
perangkat , en 
daerah 

3 
dokumen 

3 
dokumen 

12.684.15 
0 

3 
dokurnen 

11700.00 
0 

3 
dokumen 

13689.00 
0 

3 
dokumen 

14.000.00 
0 

3 
dokumen 

15.480.00 
0 

3 
dolwmen 

20.000.00 
0 

2 1 , 0 i 2 
0 
2 

Persentase 
Terpenuhinya 
Administrasl 
Keuangan 
Perangkat 
Dierah 

150% 109% 3.247.11 
0.738 

100% 3.257.30 
2.738 

100% 3.268.18 
6.711 

100% 3.9112.3(1 
3.999 

100% 3.972.21 
3.010 

100% 4.101573 
2.139 

Penyerkaan Gail Jumlah Jumlah orang 1 1 1 1 1 1 1 
2 

1 0 
2 01 

dan Tuniangan Pembayaran Gan yang menedma Orang/ Perangkat Perangkat 3.200.430. Perangkat 3.210.322 Perangkat 3.215.126. Perangkat 3.504.607. Perangkat 3.903.248. Perangkat 4.109.495. 
8 1 ASN Dan Tunjangan 

Kerja ASN 
gajl dan 
tunjangan ASN 

bulan daerah daerah 738 daerah 738 daerah 173 daerah 249 daerah 643 daerah 702 

Penyedtaan 
Admintstras1 

Jumlah bulan 
tertaksananya 

Jumlah dokumen 
hasil penyechaan 

2 
1 
8 

0 
1 

2 0 
2 02

Pelaksanaan 
Tugas ASN 

Penyediaan Jab a 
Administrasi 
Keuangan 

administrasi 
pelaksanaan 
tugas ASN 

Ddcum 
en 

12 Odor' 12 bulan 40.660.000 12 Bulan 40.780.000 12 Bulan 40.960.538 12 Bulan 42.756.750 12 Bulan 51.364.375 12 Bulan 60.236.437 

2 1 
8 

0 
1 2 0 

2 05 

KOOrdinaSidan 
Penyusunan 
Laporan Alchir 
tahun 

lumah dokumen 
Penyusunan 
Laporan Akhir 
tahun 

lumlah laporan 
keuangan akhir 
tahun SKPD dan 
laporan hasil 
koordinasi 
penyusunan 
laporan 
keuangan akhir 
tahun SKPD 

Lapora 
n 

N/A 
1 

dokumen 
1 

dokumen 
5.603.000 

1 
do/cameo 7.oco.000 

1 
dolwmen 

8.600.000 
1 

dokumen 
9.500.030 

Kocedinasi dan Jumlah Dokumen 
Penyustman Lap Keuangan, 
Laporan Lap Keuangan 
Keuangan Bulananirriwutana 
Bulanan/Tnyoula n/Semesteran 

Jumlan laporan 
keuangan 
Bulanan/Thwula 
n/semesteran 
SKPD dan 

2 1 0 2 0 07 
nan/ Semesteran 
seD 

SKPD laporan 
Koordinasi 

Lepers 12 Wen 12 Wien 6.000.003 12 buten 6.200.000 12 bulan 6.500.000 12 buten 8.000.000 12 buian 9.000.000 126u150 9.500.000 
8 1 2 penyusunan 

laporan 
keuangan 
BulananfTriwula 
n/Semesteran 
SKPD 

Persentase 

Administrasi 
Terpenuh in ya 
Peningkatan 

2 1 
I 

0 
1 2 0 

4 
Kepegawaian Kapasitas
Perangkat Pegawai 
Daerah Perangkat 

99
14.947.2 
49 SI 73 

45.930.0 
00 

100% 15.540.0 
99 

, Daerah 

Pengadan Jumlah Pakaian Jumlah paket 

2 
1 
8 

0 
1 2 

0 
5 

Pakaan Dras 
beserta Atribut 
Kelengkapannya 

°Inas Beserta 
Mitsui 
Kelengkapannya 

pakaian dinas 
beserta Atribut 
kelengkapan 

Paket N/A 42 orang 42 mop 42 orang 7.500.030 42 oran 8.300.000 42 oran 9.430.1300 42 oran 15000.00 
o 

Jumlah ASN 
Pendidikan dan 
Pelatihan 

DPMPTP yang 
mengikuti 

Jumlah pegawai 
berdasarkan 

2 1 0 2 
o PegawaJ Pendichkan dan tugas dan lungs/ Orang 12 Orang 12 orang 12 orang 5.947.246 12 orang 8.750.000 12 orang 9.070.473 12 cram 10.500.00 12 orang 11. .00 

8 1 5 Berdasarkan 
Tugas dan 
Fungsinya 

Peletihan Pegawai 
Berdasarkan 
Tugas den 

yang mengikuti 
pendldikandan 
pelatihan 

0 0 

Fungsinya 

1 131 
0 

Scsialissl 
Peraturan 
Perundang- 
undangan 

Jumlah ASN yang 
mengikuti 
Sosialtsasi 
Peraturan 
Penmdang 

Jumlah orang 
yang mengikuti 
sosiansasi 
peraturan 
perundang-
undangan 

Orang N/A 42 orang 42 orang 42 orang 5.840.000 42 cram 8.400.030 42 orang 9.000.000 42 orang 9.500.000 

Jumtah ASN 

BimbIngan 
Teknts 

(Perencana) Yang 
mengikut, Flimtek 
inpamentasi 
Peraturan 

Junnah orang 
yang mengikutl 
Blmbingan teknis 

1 0 Implementasi Perundang- Implementesi Orang N/A 6 orang 19.063.00 toning 9.003.000 6 °rang 14.503.00 6 oranp 15200.00 6 orang 17.000.00 6 orang 20.000.00 
Peraturan undangan Peraturan o o o o o 
Perundang- 
Undangan 

Tentang 
perencenean 
pembangunen 

Perundang 
undangen 

Daerah 


